BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendirian suatu usaha atau mengembangkan suatu usaha memerlukan suatu modal

kerja. Dan untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat kita

dalam KUHPerdatel dapat™ diider}i 2N pinjah meminjam  yaitu
merupakan perjanjlan pinjam an ketentuan yang
meminjam akan Pperti pada saat ia

meminjam.*

Pinjam meminjam-yang ‘¢ ‘i\‘&**ﬁ&?f 4_Kitab Undang-Undang

yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

Hukum Perdata ya ahjian dengan mana pihak

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sgumlah yang sama dengan dari macam dan keadaan yang sama pula”.
Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak

memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun apabila

! R.Subekti, Aneka Perjanjian,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 20



salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesua dengan yang telah disepakati maka
perjanjian tersebut akan mengalami berbagai hambatan. Bank sebagai salah satu lembaga
keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan dalam
pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan adanya jasa bank, pihak nasabah

mendapatkan kemudahan dalam melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan

ap yang memberi
menghimpun dana

masyarakat dalam aurkaanya. kepac masyarakat dalam

perbankan yang pe “'"ﬂl' jari (masyarakat |uas lebih dikenal

, nputkan & peaLi dand dengan cara membeli dari

masyarakat luas dan aktifitas perbankan yang kedua memberi pinjaman ke masyarakat

dengan istilah fund

atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit atau lending. Dalam bisnis Ilembaga

keuangan dan perbankan basis utamanya adalah kepercayaan (trust) dan kejujuran

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2.

% Lukman Santoso AZ, Hak dan K ewajiban Hukum Nasabah Bank, (Y ogyakarta; Pustaka
Yustisia, 2011) hal. 13.



(honesty).* Sebagai pondasi utama, idealnya kedua hal tersebut harus menjiwai setiap
aktivitas perbankan. Mulai dari iklan produk perbankan sampai aneka transaksi dalam
dunia perbankan.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada

berbagai risko usaha seperti risiko kredit, risiko investasi, risko likuiditas, risiko

Risiko Kri dadeh' —isiko ™ akibai ™ p | nasabah debitur
t rta bunganya sesuai

dengan jangKawwakiu yang telal Ri kor_ nvestasi adalah risiko yang
berkaitan defi emup “..::;"".-. ki batspenfirunan nilai pokok
pc_)r_tofollq Sl -_ratt ¢ i i Dankhatall surs berharga IalnnyaT
Risko Likui@ ad .-. 11 iha q q untuk memenunhi
permohonon t da : pada suatu waktu.

Risiko Operasi ona ad \’H etidekpastian mengenai
kegiatan usalfe e k Risko ~‘. ig berkaitan dengan
kerugian yang mu gkln terj .1‘ uran, penipugh, moral bejat, atau
perilaku tida dan nasabah, b k Risko Fidusia
adalah risiko bank.-yang- ferikan jasa dengan

Kredit berasal dari bahasa latin “credere” atau “credo” yang berarti kepercayaan,® yang
dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

*Ibid, hal 14.

*Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.72-74

® Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia,2003) hal
236



dengan pihak lain yang mewajibkan kepada pihak peminjam melunasi utangnya setelah
jangkawaktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor
7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Pasal
8, menyatakan :

1) “Daam memberi kan kredit atau p

keyaking
mempunyai in

embiayaan erdasarkan pr|n3|p syariah, bank wajib
atas itikad dan

kemampuan  $€ ahggupan O K Slunagl utangnya atau
mengembalikar pe an d maksud sesual deng | yang diperj anjikan.

2) Bank Umum wgji niliki dan ng pedoman perkredifan dan pembiayaan
berdasarkan Pr yari ele itetapkan oleh Bank
Indonesia. é%

Sehubungan dengs . :_ =|‘ tang pelaksanaan

pemberian kredit fe oka |Bg# i Pakiegitan Rekyat waib

melakukan analisig kredi E I nan, kediit yang digjukan

calon debitur, dan g dalam pelaksanaan

perkreditannya.® |

a AnaisisKredit
-Dalam penjel asan-pasal . e da g _, Petbaikan dapat disimpulkan
antaralain:

i.  Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus

melakukan penilaian yang seksama terhadap Watak, Kemampuan, Modal,

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.

¥ M. Bahsan, SH, SE, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta,
Rajagrafindo Persada, 2008) hal 79-82



Prospek Usaha (Kondisi ekonomi) debitur dan Agunan, yang lebih dikenal
dengan istilah Prinsip 5C yang terdiri dari Character (kepribadian), Capacity
(kemampuan), Capital (Modal), Condition of Economy (kondisi ekonomi),
Collateral (agunan).

ii.  Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka

bahwa kredit y@ 'E: '_ Al salurkan pasti akan
kembali. N

. Pedoman Perkreg
Pedoman Perkr S fuan Pasal 8 ayat 2

lebih lanjut diaur.denge *@“_*pﬂi}‘ eksi Bank~ Indonesia, Nomor :

)
27/162/KBDIR

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, .Nomor : 27/162/KE/DIR, mewagjibkan

Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijaksanaan Perkreditan Bank
(KPB) dan Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). PPKPB
harus mencantumkan beberapa hal yaitu :

1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;

2) Organisasi dan manajemen perkreditan;



3) Kehijaksanaan persetujuan kredit;

4) Dokumentas dan administrasi kredit;
5) Pengawasan kredit;

6) Penyelesaian Kredit Bermasalah.

KPB yang kemudian disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit (PPK) merupakan

pemberian kr sebut dapat dirujuk

untuk penyus rkreditan  Rakyat,

sebagaimana t bahwa Ketentuan

#U
Analisis yan iial tefhs cter mpuan (Capacity),

Modal (Capital), Frospek Usaha/ nomy) dan Agunan

dalam melaksanakan

Sdlah satu prinsip-yan dorn Jalah | : 1, (Collateral). Prinsip
Collateral (agunan anya & _‘ Wanoleh debitur. Pemberian
agunan adalah salah satu upaya untuk menjamin adanya pengembalian kredit atau
pelunasan kredit dari debitur. Dalam ha debitur wanprestasi, maka pihak bank dapat
mengeksekusi agunan dari debitur sebagai kompensasi pelunasan hutang-hutangnya.

Akan tetapi menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan
bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank

wajib mempunya keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan



kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Kredit Tanpa Agunan
sangat dimungkinkan karena Undang-Undang Perbankan ini tidak secara ketat
menentukan agunan karena dalam pemberian kredit kepercayaan atas kemampuan dan

kesanggupan nasabah debitur yang merupakan hal penting, sedangkan agunan hanya

undang ini memt '

ran cemudaha Repaday febitur yang tidak
mempunyai aguna S . ‘

Berbeda den ' tahun 1967, usaha

kredit perbankan ge C da agunan) sebagaimana

dinyatakan dalam b : <=

1967 tersebut bahwia Bank Un ‘ kepada siapapun

nomor 14 tahun

dikarenakan jika kredi " in ) Kare &.-; pya agunan maka akan
menyulitkan bank _--- ay dksalut ank memiliki risiko
tinggi dikarenakan dana yang disalurkan untuk pemberian kredit berasal dari simpanan
nasabah, dimana bank harus membayar sebesar suku bunga simpanan dan apabila kredit
tak terbayar maka akan dapat mempengaruhi modal bank dan juga likuiditas bank. Oleh
karena itu dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah, bank harus mencadangkan

dana dengan besaran nilai tertentu, tergantung dari pada kolektibilitas kredit.



Upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian lainnya adalah penerapan prinsip
mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh Bank
untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk
pelaporan transaksi yang mencurigakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor : 3/10/PBI1/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengena Nasabah (Know

Your Custumer Pr ) Y-aRgran NOan-PrHASIP’ kehati-Ratian adalah sesuai

beria Sip-| : berian kredit yang

oo oS

batas maksimum pe

sehat dan prinsip-p

Bank Perkrec ;‘.\ mefLp:

melaksanakan kegigtan us a__‘ ard konve ata rinsip syariah yang

dalam kegiatannyal gmbayaran.’® Dalam

mencapai tujuannya Ye ak, Bank Perkreditan

Rakyat melayani kebu I nelayan, pedagang,

‘
pengusaha kecil, p

oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan,

syarakat ini sulit dijangkau

pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak terjatuh

ke tangan rentenir dan ijon. Salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru yaitu

® Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian
dalam Aktivitas Sekuritasasi Asset Bagi Bank Umum.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbanka, Pasal 1 angka 4.



PT. Bank Perkreditan Cempaka Wadah Sejahtera menyediakan fasilitas Kredit Tanpa
Agunan karena pada umumnya bank-bank umum menuntut adanya agunan sebagai
jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan. Sehingga Fasilitas Kredit Tanpa Agunan ini
adalah suatu solusi yang tepat bagi mereka yang tidak mempunyai agunan sebagai

jaminan kredit.

Cempaka Wadah S§j

B. Perumusan Mas

Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru terhadap nasabah yang

bermasalah?
C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru.



2. Untuk mengetahui upaya PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah
Sejahteradi Kota Pekanbaru jikaterjadi kredit macet.

3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank
Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru terhadap
nasabah yang bermasal ah.

D. Manfaat Pendlitian

Penglitian ini dilakuk | ’fe"-:l'-% ij :‘ 3 berdasarkan informasi dan
“Pelaksanaan Perjanjian Kredit 'I;anpa Agunan. pada PT. Bank Perkreditan Rakyat
Cempaka Wadah Sejahtera di Kota Pekanbaru” belum pernah dilakukan. Pernah ada
penelitian sebelumnya terkait dengan pemberian kredit tanpa agunan, yang dilakukan
oleh:

1. Darma Syahrullah Eka Jaya, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum

Universitas Andalas Padang, pada tahun 2015, dengan judul : Penyelesaian



Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan yang bermasalah pada PT. BANK

DANAMON Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru, dengan

beberapa permasalahan yang diteliti :

a) Apa sga faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dalam
perjanjian kredit tanpa agunan terhadap usaha mikro pada PT. BANK

DANAMON Tbk Cabang Pembantu Simpan Pinjam Pekanbaru?

perjanjian kredit
pada PT. BANK
ekanbaru?

, Fakultas Hukum
Tinjauan Yuridis

N (Studi pada Bank

tanpa agunan?

c) Bagaimana penyelesaian sengketa apabilaterjadi kredit bermasalah?

Namun jika dihadapkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dengan
penelitian ini, maka ada perbedaan materi dan pembahasan disamping itu
penulis meneliti lokasi yang berbeda dengan penulis sebelumnya. Dengan

demikian maka penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat



dipertanggungjawabkan secara akademis berdasarkan nilai-nilai objektivitas
dan kejujuran.
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka K onseptual
1. Kerangka Teoritis
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan

Teori Itikad Baik Perjanjian.

at umum sehing membuat individu
’Two.aﬂs bk boleh dilakukan,

-Keaman: ‘ bagi individu dari
gturan hukum yang
sgja yang boleh
ndividu. Kepastian
undang-undang
kim antara putusan
untuk kasus yang

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi
sebagal suatu peraturan yang harus ditaati.
Sedangkan menurut Utrecht hukum bertugas untuk menjamin adanya

kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia, yang artinya bahwa hukum

1! Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,
2008), hal. 158.



harus menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Van
Aperdorn juga sependapat, dengan adanya kepastian hukum berarti adanya
perlindungan hukum.

Daam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan ini menciptakan

hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu

Daam hg ak yang wanprestasi

gl 0 b ' . gpastian hukum ini memiliki
arti pen , K arapkant adanya kepastian hukum ini
dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih
tertib. Hukum ini bertugas untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan

bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa adanya kepastian hukum ini,

2 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum BerkealilanTinjauan Hukum Kodrat dan

Antinomi Nilai, (Jakarta: Buku Kompas, 2007) hal 91-92

Y Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,2000)
hal 23.



seseorang tidak mengetahui apa yang harus ia perbuat yang dapat
menimbulkan keresahan. Namun jika hukum terlalu dititikberatkan pada
kepastian hukum, maka akan mengakibatkan kekakuan dan menimbulkan rasa
tidak adil. Undang-undang itu sering terasa kejam karena dilaksanakan

dengan ketat, lex dure, sed tamen scripta (Undang-undang itu kejam, tapi

memang demikianlah bu

memakan waktu yang cukup lama. Ditengah berjalannya perjanjian tersebut

terjadi perubahan keadaan yang tidak terbayangkan yang tidak sesuai dengan

1sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988)
hal .136.

 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 41, dalam Riduan Syahrani,
Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni), hal. 247



perjanjian semula. Dalam hal ini peranan itikad baik sangat diperlukan dari
pihak-pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Daam KUHPerdata Pasal 1338 ayat 3, disebutkan “Semua perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam bahasa Belanda

dinamakan te goeder trow, yang sering diterjemahkan “kejujuran”. Itikad

pahwa syarat-syarat

a sah menurut

Suatu perjanjian yaﬁg diIak&anakah dengan itikad baik akan tercermin
pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut.
Dengan melihat kepada perbuatan-perbuatan nyata dalam pelaksanaan
perjanjian itu, maka pelaksanaan perjanjian tersebut dapat diukur secara

obyektif, apakah dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak.

¢ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Sumur Bandung, 1979) hal .56



2. Kerangka Konseptual
A. Perjanjian
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwaini, timbullah suatu hubungan antara

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan

at dalam Buku 111
ahg menganut sistim
gpasan yang seluas-
yjanjian asal tidak
pasal  dari  hukum

Hal ini berarti bahwa

Pasal 1313 Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk
Wetboek), menyebutkan suatu perjanjian adal ah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*

1; Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta, Intermasa, 2008) hal 1
ibid
1% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313



Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan (verbintenis),
sebagaimana diatur dalam pasal 1234 BW yang berbunyi : “Tiap-tiap
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau
untuk tidak berbuat sesuatu”. Subekti dalam bukunya mengenai Hukum
Perjanjian menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa

dimana seorang berjanji_kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling

mengatakan pada
gtentu, dapat dibuat

persifat sebagai alat

gaam pasa 1320

4) Suatusebabyanghadd® = T
Subekti menggolongkan keempat syarat itu ke dalam dua bagian yaitu :

1) Mengenai subjek perjanjian
2) Mengenai objek perjanjian®

% R Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 2008) hal. 1

% Mariam Darus Badrul zaman, K UH Perdata Buku |11, Hukum Perikatan dengan Penjelasan,
(Bandung: Alumni, 1983) hal 89

“2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

% Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Alumni, 1986) hal 16



Mengenai subjek perjanjian adalah :

a) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan
perbuatan hukum tersebut

b) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapal atas dasar
kebebasan menentukan hendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau
peni puan)*

Mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa:

a) Apayang diperjanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk
menetapkan kewajiban masing-masing

b) Apa yang diperjanjian oleh masing-masing tidak bertentangan dengan

Undang-undang, keterti atau kesusilaan.”
B. Perjanjiamiredit) 2 V07 -S-'
| o . 'undang-undangan
yang menghar | ~. otentik. Perjanjian

kredit da an nlaupun akta otentik
edit yang berjumlah
al notaris, sedangkan

untuk k 0 redit Usaha Kecil

an—dala Surat Keputusan
Direksi Bark s : & _‘z F Surat Edaran Bank
Indonesia nomor : 277/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewagjiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum

yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati

* |bid

% hid

% Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan; Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang
dihadapi oleh Perbankan, (Bandung: Alumni, 1999) hal 52



pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara
tertulis.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan pihak
nasabah. Dengan melihat bentuk perjanjiannya, maka sebenarnya perjanjian

kredit merupakan perjanjian yang tergolong dalam jenis perjanjian pinjam

adanya kekhususan,

perjanjian berupa

rikan kepada pihak
menghabis karena
elakangan ini  akan

keadaan yang sama

Dalam Pasal 1759 KUH Perdata disebutkan orang yang meminjamkan
tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat

waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam Pasal 1763 KUH Perdata

%" Gatot Supramono, Perbankan dan Permasalahan Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta:
Djambatan, 1996) hal 62



discbutkan sigpa yang menerima pinjaman  sesuatu  diwgjibkan
mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu
tertentu pula. Dalam pasad 1765 KUH Perdata disebutkan adalah
diperbolehkan perjanjian bunga atas meminjamkan uang atau barang lain

yang menghabis karena pemakaian. Dalam perjanjian kredit, jaminan hutang

reditur menjamin

giawaban debitur

Jadi agunan merupakan jaminan tambahan (accesow) Tujuan agunan
adal ah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Unsur-unsur agunan :
1) Jaminan Tambahan

2) Diserahkan oleh Debitur kepada bank
3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

% H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2004) hal 21



Pasal 24 angka 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang
perbankan “Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun
juga”.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 disebutkan mengenai jaminan yaitu : “Dalam memberikan kredit,
Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit

maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan

atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya, agunan hanya

dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang

bersangkutan.?

Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa segadla kebendaan si
penghutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah
ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk
segala perikatan perseorangan.

Jaminan dibedakan menurut sifatnya yaitu yang bersifat kebendaan dan
jaminan perseorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan
berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai

hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan

% H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Y ogyakarta: Andi, 2000) hal 54



terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh
. hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain). Sedang jaminan perseorangan
adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan
tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta
kekayaan debitur umumnya (contoh : borgtoght).

C. Kredit Tanpa Agunan

D. Wanprestas
Prestas adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam
suatu perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak
memenuhi  prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, ia

dikatakan wanprestas (kelaaian).

% http://kredittanpaagunan.com. Akses tanggal 15 Desember 2015




Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :*
1) Samasekali tidak memenuhi prestasi;
2) Tidak tunai memenuhi prestas

3) Terlambat memenuhi prestasi;

4) keliru memenuhi prestasi.

drintah atau dengan
demi perikatannya
akan harus dianggap

perjanjian tidak

atakan wanprestasi

pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

E. Kredit Macet
Sgjak ditandatanganinya perjanjian, sgak saat itulah timbul hak dan

kewgiban. Dalam perjanjian kredit, kewgjiban debitur adalah membayar

*! Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni), hal. 219



pokok pinjaman dan bunganya. Namun kenyataannya banyak nasabah yang
tidak dapat melaksanakan prestasinya tersebut dengan baik, sehingga kredit
yang diterimanya menjadi macet.

Faktor-Faktor yang menyebabkan kredit macet debitur adalah :*

1. Kondisi Ekonomi Nasabah:;.

tindakan penyelamatan.

Jka bank memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan
(rescue), hal ini tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh debitur.

Tindakan penyelamatan itu antaralain :*

*> H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004) hal 271-274



1. Rescheduling,berkaitan dengan jangka waktu kredit, sehingga
keringanan yang dapat diberikan adalah :
-Memperpanjang jangka waktu kredit;
-Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran

ditetapkan sekali 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan;

“Tambahan Kredit (Injection / Nursery Operation)

-Tambahan Equity, apabila tambahan kredit dari bank memberatkan
nasabah, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang

berupa:

*Thomas Suyatno, dkk, Dasar-dasar Perkreditan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal
115-117



a) Tambahan dari pihak bank dengan cara:
-penambahan/penyetoran uang (fresh money)
-konvers utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau

keduanya.

b) Tambahan dari pemilik, apabila debitur dalam bentuk PT maka

G. Bank Perkreditan Rakyat

Bank terbagi atas dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang



menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Bank Perkreditan Rakyat dikenal melayani kebutuhan masyarakat
seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan

pensiun karena golongan masyarakat ini sulit terjangkau oleh bank umum

simpanan berupa
yang dipersamakan

2.

3. prinsip bagi hasil
ran pemerintah.

4 Bank Indonesia (SBI),

Beberapa jerie USShA SEpSIYaNg diTakukan bank umum tetapi tidek
boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebagai berikut :*

1. Menerimasimpanan berupagiro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbanka, Pasal 1 angka 4.

% pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 14.



3. Meakukan penyertasan modal dengan prinsip prudent banking dan
concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menenga ke bawah.
Melakukan usaha perasuransian.

Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
usaha Bank Perkreditan Rakyat.

SN

G. Metode Pendlitian

1. Metoda Pendekatan Penelitian

yuridis dig di—rmenganalisisberbagelp anjl tentang perjanjian
kredit tanplyagunan: pa derkieditarl’ Rakyal Cempaka Wadsah
s digunakan untuk

menganali st } ! dalam kehidupan

untuk

sosial  didaar berfungsi( _sebagai penunjang

penelitian atau penulisan hukum.®" Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat
individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan
permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

2. Sifat Penditian

37 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 105



Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi
objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam
masyarakat yang berkenaan objek penelitian.® Dikatakan deskriptif, maksudnya

dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan

Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Segjahtera di Kota Pekanbaru ), sedangkan

data sekunder, bersumber dari :
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek pendlitian, yaitu :

% ibid
% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2012) hal .51



a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998;

c) Peraturan-peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang berkaitan
dengan hukum perbankan.

2) 1 n_hukum yang memberikan penjelasan

Kredit pada Bank

jian Kredit Tanpa

3) mengenai  bahan
perasal dari  kamus,
4. Metoda Peng
1) MetodaP

kepustakaan yang
bersumber dari peraturan .perundang-.undangan, buku-buku, dokumen resmi,
publikasi dan hasil pendlitian.

Data Kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Andal as Padang dan beberapa koleksi pribadi pendliti.

2) Metoda Penélitian Lapangan

40 oc.cit, hal. 107



Data Lapangan yang diperlukan sebaga penunjang diperoleh melaui
informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara
purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya)
dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak). Sedangkan
data lapangan diperoleh dari wawancara dengan responden (PT. Bank

Sgahtera di Kota Pekanbaru ).

terstruktur  yakni

Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Segjahtera di Kota Pekanbaru. Setelah
seluruh data diolah dan diandisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif,
dimana data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan

undang-undang akan dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.



